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ABSTRAK

Pelaksanaan pengadaanbarang/jasa dan kontrak perjanjian, yaitu pihak
pengguna barang/jasa dan pihak. penyediabarang/jasa dengan dilandasi oleh itikad
baik, rasa saling percaya' ‘dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masingpihakyaituantaraPejabatPembuatKomitmendanpihakpenyediabarang/jasa
serta memperhatikan asas-asas hukum kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasadankontrak perjanjian pengadaan
barang dan jasa dalam Perjanjian Antara Penyedia Barang dan Jasa dengan Pejabat
PembuatKomitmen. Penelitianinidilaksanakandi ~ Kota Padang, yang dilakukan
diKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera
Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan Penjanjian Pengadaan Barang dan Jasa
berupa Bahan Makanan Narapi dana/Tahanan,UnitLayananPengadaanBarang/Jasa,
Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Jenis
penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hokum secara Empiris. Hasil
penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, bahwa pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa serta kontrak perjanjian yang dibuat dalam isi perjanjian antara penyedia
jasa dan pengguna jasa dalam hal ini PPK,sudah menerapkan asas-asas hukum
kontrak secara patut, karena di dalam pelaksanaan lelang sampai dengan perancangan
kontrak Hingga penandatanganan kontrak di dalam perjanjian telah sesuai dengan
tahapan serta prosedur Lelang yaitu secaraklektronik. Dan di dalam Perancangan
Kontrak PPK dengan Penyedia-mengacu kepada PerkaLKPPNo0.6 Tahun 2010 jo.
PerkaLKPPNo.2 Tahun2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
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